KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK-2/DPRD/2/2021

TENTANG

PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 Peraturan

Mengingat

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah;

bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

2

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
RancanganPeraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah,;

Rapat Paripurna ke — 6 Masa Sidang II Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 2
Februari 2021 tentang Persetujuan Program Kerja DPRD
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

: Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2021.

: Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara Tahun 2021 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dari
Keputusan ini.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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: Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman
penyusunan jadwal kerja dan alat pengendali pelaksanaan
kegiatan oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara serta
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana
program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 oleh
Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan

ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Februari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




